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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdsarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, dan 

dari hasil penelitian yan diilakukan penyusun, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : 

1. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga 

mengakibatkan perceraian di Pengadilan Agama Dompu adalah: 

Kondisi ekonomi muncul sebagai akibat tidak terpenuhinya kebutuhan 

ekonomi rumah tangga yang tidak memadai, yang bersumber dari 

keinginan yang berlebihan, ditambah dengan tingkat pendapatan yang 

kurang dari pengeluaran. Fenomena ini dapat menimbulkan konflik 

dan pada akhirnya mengakibatkan perceraian. Kehadiran suami yang 

mabuk dan berjudi dapat menghalangi kemampuan mereka untuk 

memenuhi tanggung jawab keluarga mereka, sehingga berkontribusi 

pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau 

keterlibatan pihak ketiga. Ketidakpuasan suami terhadap kualitas 

dukungan pasangan juga dapat memicu perselingkuhan, seringkali 

disertai dengan tindakan kekerasan. Selain itu, perkawinan yang 

dilakukan pada usia muda, baik karena ketidakdewasaan hukum 

maupun campur tangan orang tua dan keluarga, dapat semakin 

memperparah masalah ini. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya 

muncul ketika orang tua salah satu pihak terus-menerus ikut campur 
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dalam urusan rumah tangga, menyebabkan gangguan dan kesusahan 

bagi pihak lain. 

2. Ada tiga pendekatan berbeda untuk menangani kasus kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) di masyarakat Dompu. Pendekatan ini melibatkan 

para pihak yang terlibat menyelesaikan kasus secara mandiri tanpa 

keterlibatan mediator. Ini berada di luar ruang lingkup mediasi karena 

mediasi biasanya melibatkan keterlibatan pihak ketiga yang netral, yang 

dikenal sebagai mediator. Dalam skenario khusus ini, para pihak yang 

bersengketa telah memilih untuk melibatkan anggota keluarga masing-

masing sebagai mediator guna menjaga kerahasiaan selama proses 

penyelesaian sengketa. Pendekatan ini dinilai cocok karena sejalan dengan 

prinsip penyelesaian sengketa alternatif melalui proses musyawarah dan 

menjunjung tinggi kerahasiaan. Para pihak yang bersengketa meminta 

campur tangan kepala dusun atau kepala desa untuk bertindak sebagai 

mediator dan selanjutnya menyelesaikan konflik melalui proses 

musyawarah. 

B. Saran  

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan di atas, maka perlu 

kiranya saran- saran sebagai berikut :  

1. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan umat Islam Indonesia, 

khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan, termasuk hukum 

perceraian, menyebabkan lemahnya kemampuan Peradilan Agama untuk 

secara efektif menangani masalah tersebut. Oleh karena itu diharapkan 
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lembaga-lembaga yang relevan dan berwenang, seperti Kantor Urusan 

Agama, dapat memberikan bimbingan dan petunjuk yang komprehensif 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perkawinan di 

masyarakat. 

2. Ada harapan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan 

akan memasukkan hukuman yang tegas dan tegas untuk perceraian yang 

dilakukan di luar yurisdiksi pengadilan. Meskipun ada sanksi pidana 

dalam ketentuan hukum perkawinan saat ini,  

. 
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